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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Cacaban,
Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian ganti kerugian tanah Hak
Milik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cisumdawu
Seksi 5A di Desa Cacaban, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum. Hal ini dikarenakan dalam proses penyerahan uang
ganti kerugian yang seharusnya berdasarkan Pasal 78 Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan dalam
waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari sejak penyampaian hasil oleh
pelaksana Pengadaan Tanah. Tetapi untuk Desa Cacaban ini pemberian
Uang Ganti Kerugian memakan waktu yang cukup lama yaitu diatas tiga
bulan sampai dengan satu tahun sejak penyampaian hasil. Tetapi untuk
tahap-tahap selain penyerahan hasil Uang Ganti Kerugian sudah dilakukan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dengan adanya

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ini dapat meningkatkan
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perekonomian masyarakat sekitar dan memudahkan akses transportasi
darat.
. Saran

Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan, ada beberapa saran yang
dapat diberikan untuk pelaksanaan Pengadaan Tanah ini yang mungkin
bisa dijadikan masukan untuk pelaksanaan Pengadaan Tanah kedepannya.
Pada tahap perencanaan dan persiapan Pengadaan Tanah, khususnya pada
tahap konsultasi publik atau sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat
atau pemilik tanah, pihak Jasa Penilai/ KJPP/ Tim Appraisal dapat
memberikan penjelasan mengenai koefisien-koefisien apa saja dalam
menilai nilai tanah. Hal tersebut diharapkan bisa meminimalisir
ketidaksetujuan atau protes dari pemilik tanah terhadap nilai tanah yang
sudah ditentukan. Selain itu, dari pihak Badan Pertanahan Nasional atau
dari pihak Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dapat memberikan
bimbingan atau informasi saat konsultasi publik atau sosialisasi untuk
pemilik tanah agar dapat memanfaatkan Uang Ganti Kerugian sebaik
mungkin. Sosialisasi yang diberikan dapat berupa pelatihan sesudah tanah
garapan dipakai atau penyuluhan mengenai potensi apa saja yang ada desa
lokasi Pengadaan Tanah. Sehingga uang ganti kerugian yang diterima oleh

pemilik tanah dapat bermanfaat kembali bagi kehidupan seterusnya.
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